
 
 
 
 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

1. CV. Beauty Kasatama sebagai perusahaan dagang dalam perhitungan 

pajak pertambahan nilai berdasarkan harga jual dan tarif pajak 

pertambahan nilai yang dikenakan sebesar 10% dari harga jual dan 

tarif pajak pertambahan nilai CV. Beauty Kasatama telah sesuai 

dengan Undang-Undang PPN No 42 tahun 2009. 

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dari CV. Beauty Kasatama 

pada periode Bulan Januari 2018 sampai Desember 2018 terjadi 

perbedaan jika dihitung menurut konsep dan dihitung menurut 

perusahaan. Terdapat selisih pada pajak keluaran sebesar Rp 

4.277.724 dikarenakan penjualan pada tanggal 27 Oktober 2017, 15 

November 2017, 20 November 2017 dicatat pada bulan Januari 2018. 

Dan pada tanggal 25 Desember 2018, 27 Desember 2018, 28 

Desember 2018, 30 Desember 2018 dan 31 Desember 2018 dicatat 

pada bulan Januari 2019. Hal ini terjadi karena pekerjaan yang 

overload. 

3. Dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Perusahaan melakukan pembulatan angka. 

4. Setelah menghitung besarnya pajak, CV. Beauty Kasatama 

menyetorkan pajak yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan pajak 
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yang terutang, menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) selambat-

lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya 

1.2 Saran 

1. Sebaiknya dalam penyimpanan dokumen-dokumen tentang pajak 

pertambahan nilai disimpan dengan teratur dan rapi yang pada akhirnya akan 

memudahkan dalam menghitung PPN CV. Beauty Kasatama 

2. Sebaiknya penjualan pada tanggal 27 Oktober 2017, 15 November 2017 dan 

20 November 2017 dimasukkan ke dalam laporan bulan Desember 2017. 

Demikian juga penjualan pada tanggal 25 Desember 2018 sampai 31 

Desember 2018, tetap dicatat pada bulan Desember 2018, sehingga laporan 

tersebut masih berada dalam tahun yang sama. 

3. Pengawasan terhadap semua yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai 

agar lebih di tingkatkan sehingga PPN bisa maximal dan mencapai target 

yang direncanakan. 

4. Permasalahan yang timbul dalam PPN baik yang kurang bayar maupun yang 

lebih bayar karena ketidaktepatan wajib pajak dalam menghitung dasar 

pengenaan pajak. Dalam pelaporan SPT Masa, Wajib Pajak sebaiknya 

memastikan bahwa semua omset penjualan sudah dilaporkan dan sudah 

dipungut PPN nya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi lebih 

bayar, sebaiknya direstitusi atau dikompensasikan. 
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